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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 31 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SETORAN ULANG 

PEMBAYARAN PBB-P2 TAHUN SEBELUMNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. 

 

bahwa masih terdapat setoran PBB-P2 pada Tahun 

anggaran berkenaan yang belum sempat disetorkan ulang 

sampai dengan tahun anggaran berakhir; 

  b. bahwa dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

dengan berdasar pada ketentuan Pasal 124 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah, perlu memberikan 

Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Atas Setoran Ulang Pembayaran PBB-P2 Tahun 

Sebelumnya;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi 

Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) Atas Setoran Ulang Pembayaran PBB-

P2 Tahun Sebelumnya. 

 

 

 

 

SALINAN 



 

Kepala Bagian Hukum  

 

- 2 - 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Madiun; 
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  10. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. 

    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI 

ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) ATAS 

SETORAN ULANG PEMBAYARAN PBB-P2 TAHUN 

SEBELUMNYA. 

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

  Pasal  1 

 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Madiun. 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. 

6. Pembebasan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan 

Pembebasan denda adalah Pembebasan Denda Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang. 

7. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang 

yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan 

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan 

dan pertambangan. 
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9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. 

11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memperoleh 

manfaat atas Bangunan. 

12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh 

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender. 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 

disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 

 

  BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

  Pasal  2 

 

  Pemerintah Daerah memberikan Pembebasan Sanksi 

Administrasi Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Atas Setoran Ulang 

Pembayaran PBB-P2 Tahun Sebelumnya. 
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  BAB III 

TATA CARA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA 

DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN (PBB-P2) ATAS SETORAN ULANG  

PEMBAYARAN PBB-P2 TAHUN SEBELUMNYA 

 

  Pasal 3 

 

  (1) Petugas Pemungut mengajukan permohonan pembebasan 

Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada 

Bupati Madiun cq Kepala Badan Pendapatan Daerah yang 

diketahui oleh Desa dengan format sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan : 

a) Bukti Setoran PBB-2 yang telah disetorkan ; 

b) Daftar NOP/ WP yang telah disetorkan ; dan 

c) Rincian daftar NOP/ WP yang berhasil disetorkan dan 

yang akan disetorkan ulang. 

(2) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Verifikasi dan 

Validasi data atas permohonan pembebasan Sanksi 

Administrasi berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

(3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pembebasan Sanksi Administrasi berupa 

Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(4) Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan 

Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sanksi 

Administrasi berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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(5) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Sanksi 

Administrasi berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), Petugas pemungut dapat menyetorkan 

kembali setoran PBB-P2 yang akan disetorkan tanpa 

dikenakan sanksi administrasi. 

(6) Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda PBB-P2 

hanya berlaku untuk penyetoran ulang PBB-P2 atas 

NOP/WP yang sudah disetorkan ke bank persepsi akan 

tetapi dikembalikan lagi ke penyetor karena tidak dapat 

terinput di sistem. 

(7) Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Denda PBB-P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk 

denda/sanksi administrasi setelah tanggal Bukti Setoran 

PBB-2 yang telah disetorkan. 

 

  Pasal 4 

 

  Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan 

Bupati ini. 

 

  BAB IV 

PELIMPAHAN KEWENANGAN 

 

  Pasal 5 

 

  Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan 

kewenangan untuk membebaskan, menetapkan dan 

menandatangani Surat Keputusan terkait dengan Pembebasan 

Sanksi Administrasi berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kepala Badan 

Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah. 
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  BAB V 

PENUTUP 

 

  Pasal 6 

 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

  Ditetapkan di  Caruban 

pada tanggal 25 Agustus 2022    

BUPATI MADIUN, 

          ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 25 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN, 

              ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 32 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 

elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  
Badan Siber dan Sandi Negara 
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